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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan sistem pengendalian intern 

penilaian risiko penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT 

Kota Kupang,  maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem pengendalian intern penilaian risiko yang terdiri dari  

sub unsur penetapan tujuan instansi secara keseluruhan, penetapan 

tujuan dan tingkatan kegiatan, identifikasi risiko, analisis risiko, serta 

mengelola risiko selama perubahan pada SAMSAT Kota Kupang sudah 

dijalankan dengan baik karena sudah berdasarkan peraturan perundang 

undangan serta SOP yang berlaku 

2. Prosedur penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota 

Kupang belum efektif hal ini dapat dilihat dari berberapa risiko yang 

terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia 

(SDM) yang belum terpenuhi  selain itu juga tidak adanya pemberian 

pelatihan atau bimtek kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan 

pengetahuan tentang perpajakan serta tidak adanya pemberian pedoman 

kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja 

SAMSAT Kota Kupang dalam melakukan penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor yang menyebabkan tunggakan penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 
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3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penagihan 

pencairan tunggakan pajak yakni dengan munculnya pandemi COVID-

19 yang menghambat perekonomian masyarakat sehingga sulit dalam 

membayar kewajiban pajak dan juga dilihat dari minimnya pengetahuan 

wajib pajak tentang peraturan perpajakan beserta rendahnya kesadaran 

wajib pajak akan kewajiban perpajakannya terbukti dengan 

penambahan tunggakan yang semakin meningkat. 

4. Tingkat keefektifan penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2020 dinyatakan  efektif, dimana realisasi penerimaan pajak telah 

mencapai target/rencana penerimaan pajak kendaraan bermotor, 

memperoleh jumlah realisasi yang masih mendukung dari 

target/rencana penerimaan pajak.  

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawai perlu ditingkatkan 

lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dapat berjalan dengan baik. 

2. Bagi pemerintah  daerah Kota Kupang diharapkan untuk dapat 

meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan memberikan sosialisasi 

akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dalam rangka 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayarkan kewajiban 

perpajakannya. Pemerintah juga diharapkan memiliki cara yang tepat 

dalam mencegah terjadinya penunggakan pajak kendaraan bermotor. 
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3. Sebaiknya SAMSAT Kota Kupang melakukan pelatihan/ bimbingan 

Teknis Untuk meningkatkan kemampuan pegawai SAMSAT Kota 

Kupang memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan 

kepada para pegawai. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan kemampuan petugas sesuai bidang masing-masing 

misal dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

sehingga petugas lebih cekatan dalam memberikan pelayanan baik cek 

fisik maupun pelayanan administratif kepada wajib pajak. 

4. Untuk meningkatkan pemungutan   PKB sehingga     tercapainya target 

Pajak   Daerah yang   ditetapkan maka    fungsi    koordinasi dan 

pengawasan harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan  tugas  di  

lapangan dengan selalu melibatkan instansi terkait yaitu DISPENDA,  

LLAJ  dan  Dinas Kepolisian sehingga memungkinkan    adanya    

umpan balik,  kesamaan  fisi  dan  persepsi dalam meningkatkan 

pemungutan tunggakan PKB sehingga tercapainya target Pajak Daerah 

yang ditetapkan. 
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